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Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaan-Nya yang telah diberikan
sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Roadmap Model Perencanaan dan
Penganggaran Pembiayaan Air dan Sanitasi di Layanan Publik, Pendidikan dan Kesehatan secara
baik. Berangkat dari pemahaman dan kesadaran kritis kita selama ini bahwa perencanaan dan
penganggaran air, sanitasi, dan higiene yang selama ini kita lakukan masih terpisah-pisah
berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga kesulitan dalam memantau
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada komunitas atau masyarakat, layanan kesehatan
serta sarana pendidikan. 

Tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah untuk mendukung ketersediaan perencanaan dan
penganggaran pembiayaan air dan sanitasi di tiga (3) layanan target yakni sarana publik
(komunitas), sarana kesehatan dan sarana pendidikan dalam satu dokumen. Selain itu, dapat
diharapkan sebagai salah satu acuan dokumen penunjang yang dapat dimanfaatkan dalam
pencarian pendanaan alternatif dari sumber lain seperti perbankan, koperasi, hibah, Corporate
Social Responsibility (CSR), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak swasta lainnya dalam
membantu pemerintah untuk mencapai tujuan cakupan layanan universal air, sanitasi dan higiene
di kabupaten.

Semoga semua pihak dapat terus berkolaborasi dan bekerja sama dalam mewujudkan
kebersamaan agar tujuan Kabupaten Nagekeo dalam mencapai 100% akses air, sanitasi dan
higiene dapat dicapai.

Nagekeo, Juni 2023

Kasimirus Dhoy,SE
Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Nagekeo
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Pendahuluan
l. Latar Belakang

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) 6 memiliki dampak pada berbagai tantangan
pembangunan berkelanjutan, termasuk ketahanan pangan, kesehatan, energi, kota berkelanjutan,
konsumsi dan produksi berkelanjutan, serta ekosistem laut dan darat. Adapun tantangannya
adalah :

Sebanyak 2,1 miliar orang tidak memiliki akses ke layanan air minum yang dikelola dengan
aman (WHO-UNICEF, 2017)

1.

 Sebanyak 4,5 miliar orang tidak memiliki akses ke sanitasi yang kompatibel dengan tujuan
SDG 6 (WHO- UNICEF, 2017)

2.

Kerugian ekonomi tahunan terkait dengan kerawanan air secara global seperti pasokan air
dan sanitasi yang tidak memadai (USD 260 miliar), kerusakan banjir properti perkotaan (USD
120 miliar), dan ketidakamanan air terhadap sistem irigasi yang ada (USD 94 miliar) (Sadoff et
al, 2015)

3.

Proyeksi kebutuhan pembiayaan global untuk infrastruktur air pada 2030: USD 6,7 triliun;
pada tahun 2050: USD 22,6 triliun (Winpenny, 2015)

4.

Kebutuhan investasi tahunan untuk memenuhi kebutuhan air, sanitasi, dan kebersihan pada
tahun 2030: USD 114 miliar (Hutton dan Varughese, 2016).

5.

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) 6 menargetkan semua orang mendapat akses air
bersih dan sanitasi yang berkelanjutan dan tidak ada yang tertinggal satu orang pun. Setiap orang
berhak mendapat akses layak terhadap air minum, sanitasi dan higiene dimanapun orang tersebut
berada, baik di rumahnya/di tempat tinggalnya di masyarakat, di sarana kesehatan dan di sarana
pendidikan. Hal ini dinamakan akses universal air minum, sanitasi dan higiene (Universal Akses
WASH), dimana 100% masyarakat dapat mengakses sarana air minum, sanitasi, dan higiene
dengan layak khususnya di rumah/pemukiman, di sekolah dan di sarana kesehatan.



Dalam rangka untuk mendukung pencapaian menuju akses universal, Wahana Visi Indonesia
bersama Kelompok Kerja (Pokja) AMPL Kabupaten Nagekeo melakukan kolaborasi untuk
pengembangan dokumen Peta jalan perencanaan dan penganggaran pembiayaan air , sanitasi dan
higiene menuju cakupan layanan universal di tahun 2030 di tingkat kabupaten. Model ini
berfokus pada penyediaan informasi tentang kebutuhan infrastruktur, operasi, pemeliharaan, dan
operasi dana berkelanjutan untuk mencapai Open Defecation Free (ODF) dan WASH Universal
Coverage (UC). Model ini juga akan fokus pada bagaimana komponen yang disebutkan di atas
dapat direncanakan dan dipantau sebagai peta jalan untuk mencapai UC pada tahun 2030. Model
ini akan mengacu dan diintegrasikan dengan kebijakan yang ada baik di tingkat nasional maupun
lokal (kabupaten) seperti Strategi Dokumen Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Rencana Induk Sistem
Penyediaan Air Minum (RISPAM).

Model Pembiayaan WASH adalah dokumen strategis yang membantu memandu keputusan
sektor WASH untuk memastikan pendanaan yang mendukung pembangunan dan pelayanan
WASH yang berkelanjutan. Model keuangan WASH menilai kesenjangan keuangan sektor WASH
selama periode perencanaan yang panjang, mengidentifikasi opsi untuk menutup kesenjangan
keuangan (dengan memobilisasi lebih banyak sumber daya keuangan dan dengan menemukan
cara untuk mengurangi biaya pencapaian target sektor WASH), dan merekomendasikan
kombinasi langkah-langkah kebijakan yang akan menutup kesenjangan keuangan (UNICEF,
2022).

Sumber : UNICEF, 2022



Alasan mendasar untuk mendukung pengembangan strategi pembiayaan air, sanitasi dan higiene
adalah untuk mempercepat kemajuan dalam mencapai target nasional WASH dengan
meningkatkan ekuitas, efektivitas, dan efisiensi pengeluaran air minum, sanitasi dan higiene, dan
menarik sumber daya keuangan alternatif serta untuk memastikan adanya pembiayaan operasional
dan pemeliharaan untuk mendukung keberlanjutan infrastruktur dan perilaku air minum, sanitasi
dan higiene. Model pembiayaan air minum, sanitasi dan higiene memperkirakan kesenjangan antara
target pendanaan dan sumber daya keuangan yang tersedia dan memandu bagaimana kesenjangan
keuangan ini akan ditutup untuk mencapai akses universal tahun 2030. Sementara strategi
keuangan melihat sisi pengeluaran sektor dan pendapatan sektor, mereka biasanya memberikan
detail yang lebih sedikit daripada rencana investasi (misalnya, mengenai proyek) dan strategi
mobilisasi sumber daya (misalnya, mengenai mekanisme pembiayaan). 



Dokumen Perencanaan

RENSTRARPJMD RKPDRENJA

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki dokumen perencanaan yang disusun oleh

Kabupaten untuk menuangkan strategi, rencana, tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan

dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah di setiap

kabupaten di Indonesia. Berikut adalah Empat (4) Dokumen Perencanaan yang wajib dimiliki oleh

kabupaten.

Dokumen dan Alur Perencanaan



Adapun alur dalam menghasilkan dokumen perencanaan di kabupaten tersebut, sebagai berikut :
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Kabupaten Nagekeo sudah menggunakan dan memanfaatkan alur dokumen perencanaan dalam
menghimpun pemenuhan pembiayaan air, sanitasi dan higiene, akan tetapi pembiayaan dari
pendaanaan alternatif masih cenderung kecil khususnya pembiyaan-pembiayaan yang
diharapakan dapat dibantu dari Lembaga Keuangan, Koperasi, Hibah, CSR, LSM dan KPBU. 



Gambaran Wilayah & Kondisi Umum Kabupaten Nagekeo

Secara administrasi Kabupaten Nagekeo berada di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Berdasarkan posisi letak geografis Kabupaten Nagekeo berbatasan dengan : 

Batas Utara      : Laut Flores 
Batas Selatan   : Laut Sawu 
Batas Timur     : Kabupaten Ende 
Batas Barat      : Kabupaten Ngada

Gambaran Wilayah



Nagekeo merupakan kabupaten dengan luas wilayah 1.416,96 km2. Wilayah administratif di
Nagekeo terbagi atas tujuh (7) kecamatan (untuk mengetahui letak wilayah administrasi tiap
kecamatan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah). Kecamatan dengan wilayah terluas
adalah Kecamatan Aesesa dengan luas 432,29 km2 (30,51%) dan Kecamatan Boawae dengan
luas 325,42 km2 (22,97%). Wilayah terkecil adalah Kecamatan Keo Tengah dengan luas wilayah
65,62 km2 (4,63%).



Dari tabel disamping, hanya empat (4) kecamatan saja yang masuk dalam daerah perkotaan yaitu
Kecamatan Mauponggo, Boawae, Aesesa dan Aesesa Selatan. sementara kecamatan yang lain
adalah kecamatan yang masuk dalam ruang lingkup pedesaaan.

Jumlah Kelurahan dan Desa Berdasarkan Kecamatan

Proyeksi Perhitungan Penduduk
Proyeksi penduduk dalam
penyusunan laporan ini
direncanakan untuk jangka waktu
20 tahun ke depan yaitu tahun
2021 - 2040. Data yang
digunakan adalah data hasil survey
lapangan dari dan data
Kependudukan Kabupaten
Nagekeo per Kecamatan Data
pertambahan penduduk
Kabupaten Nagekeo.



Proyeksi Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Tahun 2017 -
2022



Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Laki-
Laki+Perempuan) (Jiwa)

Proyeksi Jumlah Rumah Tangga (Rumah Tangga)



Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)



Kondisi Umum Air Minum dan Potensi Air Baku
Air Minum
Berdasarkan Statistik Kesra Provinsi NTT 2021, presentase rumah tangga yang sudah
menggunakan sumber air minum dari sumur terlindung hanya sebesar 5,44%,  Leding 12,44%,
sumur bor/pompa 7,50%.  sementara untuk data mata air terlindungi dan tidak terlindungi secara
data tidak disegresasi sehingga tidak dapat disimpulkan besaran persentase rumah tangga yang  
menggunakan hanya mata air terlindungi.

Potensi Air Baku
Potensi Air Permukaan1.

Air permukaan yaitu sumber air yang mengalir di permukaan bumi, dapat dilihat secara visual
tanpa menggunakan peralatan tertentu. Air permukaan sebagian besar terdiri dari air sungai,
mata air, air waduk dan air yang terdapat di dalam danau. Potensi sumber air permukaan di
wilayah Kabupaten Nagekeo tidak cukup merata di beberapa Kecamatan, sumber mata air yang
berpotensi pada umumnya banyak ditemukan di Kecamatan Boawae dan Mauponggo. Sumber air
Kabupaten Nagekeo pada umumnya berupa mata air yang banyak digunakan sebagai kebutuhan
air bersih. Kualitas mata air cukup baik, debit rata – rata mata air berkisar antara 0,1 – 150 liter
per detik.



2. Air Sungai
Dari hasil analisis keluaran program Hymos yang selanjutnya menjadi masukan utama untuk
program DSS-Ribasim, ternyata jumlah air yang tersedia pada Wilayah Sungai Aesesa adalah
sekitar 10,9 milyar meter-kubik per-tahun atau setara dengan 347 meter kubik per-detik.
Meskipun demikian debit yang dapat diandalkan tersedia minimal 80 persen dari waktu, atau
disebut dengan nama andalan Q80% pada WS Aesesa ini sangatlah kecil, yaitu jumlahnya hanya
27,37 m3/s atau setara dengan 864 juta meter-kubik pertahun. Hal ini disebabkan oleh karena
sifat hidro-klimatologi WS 249 Aesesa yang kering, ditandai dengan panjangnya musim kemarau
dan kecilnya debit aliran sungai pada musim kemarau.

Gambar : Peta Daerah Aliran (DAS)
Sungai Wilayah Sungai Aesesa.
Sumber : Rispam Kab. Nagekeo



3. Mata Air
Sumber air bersih dari mata air adalah jenis sumber air baku yang banyak dimanfaatkan untuk
kebutuhan air bersih di Kabupaten Nagekeo. Kebanyakan sumber air dari mata air yang ada
terletak di lereng berbukit atau terletak pada lereng sungai yang secara topografi membentuk
aliran keluar secara alami. Sumber air yang keluar sebagai mata air memilki debit yang cukup
beragam, mulai dari 0,1 hingga 200 liter per detik. Beberapa sumber mata air secara alami
mengalir membentuk aliran sistem DAS menjadi aliran sungai kecil dan semakin besar menuju
hilir, sehingga debit aliran air semakin ke hilir akan semakin besar. Debit sumber mata air juga
ditentukan oleh kondisi wilayah tangkapan air (casement area). 

Gambar: Peta Sebaran Potensi Sumber Air Baku
Sumber : RISPAM Kab. Nagekeo



Selain sungai dan mata air, potensi sumber air baku di Kabupaten Nagekeo yaitu berupa
tampungan air. Tampungan air yang ada tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan air
baku, irigasi dan kebutuhan bagi ternak maupun usaha pertanian tanaman hortikultura (sayuran).
Potensi tampungan air baku di Kabupaten Nagekeo adalah embung dan bendungan. Embung
atau biasa disebut cekungan penampung adalah cekungan yang dalam disuatu daerah perbukitan.
Air yang berada di dalam cekungan tersebut adalah limpasan air hujan yang jatuh di daerah
tangkapan dan berguna untuk meningkatkan kualitas air di badan terkait dan menjaga kualitas air
tanah.

4. Embung dan Bendungan



Kebutuhan air bersih Kabupaten Nagekeo diperhitungkan dengan memperhatikan beberapa
faktor yang dapat menyebabkan bertambahnya jumlah kebutuhan air bersih. Faktor tersebut
adalah:

Pertambahan jumlah penduduk
Tingkat kehidupan sosial ekonomi dan aktifitas penduduk setempat
Keadaan iklim daerah setempat 
Rencana daerah pelayanan pada tiap tahapan perencanaan dan kemungkinan perluasannya.

Kebutuhan air domestik dipengaruhi oleh jumlah pemakaian air per orang per hari baik itu
pemakaian air untuk keperluan minum, mandi, mencuci, kebersihan pribadi dan keperluan-
keperluan rumah tangga lainnya. Kebutuhan untuk keperluan domestik dipengaruhi oleh dua
faktor yaitu jumlah penduduk dan tingkat pemakaian air domestik oleh penduduk. Kebutuhan
air yang digunakan untuk keperluan non domestik mencakup kebutuhan air untuk fasilitas
pendidikan, pusat perbelanjaan, sarana kesehatan, fasilitas perkantoran, komersial, serta
rekreasi dan olahraga. Perhitungan kebutuhan air untuk Non Domestik ditetapkan
berdasarkan proyeksi pertumbuhan kawasan. Berikut ini adalah perhitungan total kebutuhan
air penduduk berdasarkan SPAM Eksisting yang dikelola oleh BLUD Kabupaten Nagekeo
tahun 2020 – 2040. Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Nagekeo berdasarkan Pelayanan
SPAM Eksisting (Baik di Komunitas, Layanan Pendidikan, dan Layanan Kesehatan) dibagi
dalam 4 Tahap. 

Tahap I (2021-2025).
Tahap II ( 2025 -2030).
Tahap III (2030 -2035). 
Tahap IV (2036 -2040).

Proyeksi Kebutuhan Air Minum



Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Nagekeo berdasarkan Pelayanan SPAM Eksisting Tahap I
dan Tahap II

Sumber : Rispam Kab. Nagekeo



Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Nagekeo berdasarkan Pelayanan SPAM Eksisting Tahap III
dan Tahap IV

Sumber : Rispam Kab. Nagekeo



Grafik Neraca Air Kabupaten Nagekeo berdasarkan SPAM
Pelayanan Eksisting

Sumber : Rispam Kab. Nagekeo



Kebutuhan Biaya Untuk Peningkatan Air minum
Rekapitulasi Pendanaan SPAM di Kabupaten Nagekeo

Sumber : RISPAM Kab. Nagekeo



Kondisi Umum Sanitasi

Jumlah rumah tangga yang menggunakan jamban sehat permanen (JSP) mengalami penurunan
dari tahun 2020 ke tahun2021, dimana pada tahun 2020 KK JSP ada sebanyak 24.491 KK, pada
tahun 2021 mengalami penurunan (28,5%)  menjadi 17.513 KK. Sementara, jumlah rumah tangga
pengguna jamban sehat semi permanen (JSSP) mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun
2021, dimana pada tahun 2020 KK JSSP ada sebanyak 3.513 KK, pada tahun 2021 mengalami
peningkatan (64%) menjadi 5.472 KK. Dan Jumlah rumah tangga pengguna jamban sharing di
tahun 2020 juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021, dimana tahun 2020 KK
pengguna jamban sharing ada sebanyak 962, pada tahun 2021 mengalami peningkatan (74%)
menjadi 1.296 KK

Sanitasi Komunitas



Sanitasi dan Higiene di Sekolah
Mengapa program Sanitasi Sekolah merupakan hal yang penting? Berdasarkan beberapa
penelitian yang telah dilakukan di tingkat global, ketersediaan sanitasi sekolah yang memadai
akan memberikan dampak yang luar biasa pada beberapa indikator utama dalam pembangunan
sektor kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, ekonomi, serta air dan sanitasi. Pada sektor
kesehatan, kegiatan sederhana, seperti cuci tangan dengan sabun dapat menurunkan risiko
terkena penyakit diare hingga 47%1 . Peserta didik yang sehat dapat terhindar penyakit diare
sehingga meningkatkan akses kepada pendidikan. Pembiasaan CTPS secara rutin dapat
menurunkan angka ketidakhadiran secara signifikan hingga 50%2 . Selain itu penyediaan air
minum yang aman di sekolah dapat meningkatkan konsentrasi siswa dalam menangkap pelajaran
dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas akademik mereka.

Gambar: Konsep Sanitasi Sekolah
Sumber : Buku Profil Sanitasi Sekolah tahun 2020

Pencapaian target penerapan Sanitasi Sekolah
sesuai dengan indikatornya yang tertuang dalam
Peta Jalan ini dilaksanakan dengan prinsip dan
pendekatan baru, yaitu:

Sumber: Prinsip Pengembangan Sanitasi Sekolah



Indikator Sanitasi Sekolah, Air, dan Higiene di Indonesia dalam Indikator
SDG/JDM (berdasarkan data per Desember 2022)

Pada tingkat global, sanitasi sekolah merupakan prioritas pembangunan yang termasuk ke dalam
SDGs (Sustainable Development Goals) Tujuan 4.a dan Tujuan 6.1 & 6.2. Tujuan 4.a menargetkan
“Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, sensitif terhadap
kebutuhan gender dan penyandang disabilitas, serta memberikan lingkungan belajar yang aman,
anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua”. Tujuan 6.1 dan 6.2 mengamanatkan “Pada tahun
2030, mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi
semua”, serta “Pada tahun 2030, mencapai akses adil dan memadai terhadap sanitasi dan
kebersihan bagi semua, mengakhiri buang air besar sembarangan, serta memberi perhatian
khusus bagi kebutuhan anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya”.

Gambar: Operasional Indikator Sanitasi Sekolah dalam SDGs
Sumber : Buku Sanitasi Sekolah 2020

Sumber : Buku Sanitasi Sekolah 2020



Dalam rangka mencapai target SDGs diperlukan analisa pembiayaan modal dan operasional
sanitasi sekolah. Analisa biaya modal dilakukan untuk mendapatkan informasi besaran dana yang
diperlukan untuk membiayai pembangunan baru atau rehabilitasi sarana air, sanitasi dan
kebersihan pada sekolah-sekolah yang belum memiliki sarana yang memadai. Salah satu metode
yang paling mudah dilakukan untuk mengetahui biaya modal atau investasi adalah melalui
perkalian jumlah sekolah yang belum terlayani dan asumsi unit cost atau satuan biaya yang
berbeda-beda untuk penyediaan sarana air, peyediaan sarana sanitasi dan dan penyediaan
sarana cuci tangan. Satuan biaya dapat dihitung melalui berbagai pendekatan, salah satunya
ialah mengambil contoh biaya dari program yang sudah pernah telaksana. Misalnya Dana Alokasi
Khusus (DAK) bidang Pendidikan. Dibawah ini adalah asumsi satuan biaya yang dipakai untuk
analisa biaya modal. Dengan metode ini, maka total biaya investasi untuk semua jenjang di
seluruh Indonesia adalah sekitar 43,7 Triliun Rupiah. Untuk pemenuhan akses sanitasi sekolah
pemerintah daerah dapat membuat perencanaan kegiatan prioritas terutama terkait sarana
CTPS yang harus ada di lingkuungan sekolah apabila sekolah akan melakukan tatap muka. Untuk
anggaran sanitasi sekolah pemerintah daerah dapat mengalokasikan dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), kerjasama dengan pihak swasta atau mitra pembangunan.
Kerjasama lintas instansi dan lintas sekor dari berbagai pemangku kebijakan terkait sanitasi
sekolah sangat diharapkan sehingga seluruh sekolah di Indonesia dapat memiliki akses air,
sanitasi dan kebersihan (CTPS).

Analisa Biaya Modal Sanitasi Sekolah

Sumber : Buku Sanitasi Sekolah 2020



Analisa Biaya Operasional Sanitasi Sekolah
Biaya operasional adalah biaya yang harus
dibayarkan secara berkala untuk melaksanakan
kegiatan pokok, seperti pada saat penggunaan,
pembersihan dan perbaikan serta perawatan
fasilitas. Selain itu, biaya operasional juga termasuk
kegiatan promosi Cuci Tangan Pakai Sabun,
pembersihan toilet, membeli sabun dan
sebagainya.

Sumber : Buku Sanitasi Sekolah 2020



Air, Sanitasi dan Higiene di Layanan Kesehatan
Ketersediaan sarana air, sanitasi dan kebersihan atau dikenal secara global dengan istilah Water,
Sanitation, Hygiene (WASH) merupakan aspek pendukung utama dari pelayanan kesehatan
yaitu aspek kualitas, keadilan dan martabat bagi semua orang. Ketersediaan layanan dasar
WASH sangat penting untuk memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas
serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), seperti
pusat kesehatan masyarakat (puskesmas memiliki peranan penting untuk masyarakat sebagai
pusat pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Namun, tidak
dapat dihindari bahwa fasyankes juga memiliki potensi sebagai sumber infeksi dan penyebaran
penyakit pada masyarakat jikatidak dilengkapi dengan sarana WASH yang layak.

Indikator Sanitasi di layanan Kesehatan



Higiene/Akses Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)
diterima sebagai komitmen global dunia pada Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa
(PBB) ke-70 September 2015. Salah satu dari tujuh belas tujuan TPB adalah memastikan
seluruh manusia memiliki akses ke fasilitas sanitasi dan higiene sekaligus mengakhiri
praktik buang air besar sembarangan, dengan penekanan pada kebutuhan perempuan
dewasa, gadis, dan kelompok rentan (Tujuan 6.2). Indikator global 6.2.1 menyatakan
bahwa akses universal ke fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun (atau Cuci Tangan
Pakai Sabun – CTPS) perlunya dicapai, dengan menggunakan keberadaan fasilitasi cuci
tangan sebagai indikator pendekatan (proxy) untuk mengukur perilaku cuci tangan. 

Kebijakan CTPS
Undang-Undang Dasar 1945 "Setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan" dinyatakan di dalam norma hukum tertinggi di
Indonesia, UUD 1945, amandemen keempat, Pasal 28H paragraf
pertama.

1.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan2.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

3.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 

4.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

5.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1018/MENKES/PER/V/2011 tentang Strategi Adaptasi Sektor
Kesehatan terhadap Dampak Perubahan Iklim 

6.

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 035 tahun 2012 tentang Pedoman Identifikasi
Faktor Risiko Kesehatan Akibat Perubahan Iklim 
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) 
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 326)



Target CTPS
Tabel berikut memberikan target capaian CTPS yang terbagi atas dua periode RPJMN, yaitu periode
2020-2024 dan 2025-2030. Target ditetapkan untuk keempat tatanan, namun dengan memisahkan
target untuk sekolah dan Madrasah, karena perbedaan kementerian yang bertanggung jawab atas dua
tatanan tersebut. 

Tabel Target nasional CTPS untuk berbagai tatanan 

Sumber : Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022



Budget Eksisting Perencanaan & Anggaran WASH

Eksisting anggaran air, sanitasi dan higiene diambil dari dokumen RKA dan Renja OPD untuk
memotret 3 setting target yakni di sarana publik, sarana kesehatan dan sarana pendidikan tahun
anggaran 202I - 2023. Tujuan dari tabel diatas adalah untuk melihat Perencanaan dan pelaksanaan
anggaran agar bisa mendapatkan selisih anggaran dari yang direncanakan sampai dengan
pelaksanaannya. Dari tabel diatas juga dapat disimpulkan bahwa tren kemampuan daerah untuk
pembiayaan dan penganggaran air minum, sanitasi, dan higiene di kabupaten Nagekeo dari tahun
2021 - 2023 adalah 47%.



Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Air, Sanitasi dan
Higiene

Analisa Kebutuhan Air & Sanitasi (10% Per Tahun)
Ringkasan indikasi pendanaan berisi penjelasan singkat mengenai ringkasan kebutuhan biaya
pengembangan sanitasi serta Rencana Induk sistem Penyediaann Air Minum dalam hingga tahun
2030 berdasarkan dokumen SSK, RISPAM dan analisa bersama di Kabupaten Nagekeo. Secara
spesifik, kebutuhan anggaran tiap tahun meningkatkan sebesar 10% dan  informasi ini dituangkan
dalam bentuk tabel berikut ini :

Total kebutuhan pembiayaan air  dan sanitasi
untuk akses universal di kabupaten Nagekeo

tahun 2030 adalah sebesar 

Rp. 47,639,096,762.78



Analisa Selisih Pembiayaan Kebutuhan Air & Sanitasi
Periode 2024 - 2030

Dengan perkiraan analisa kemampuan pembiayaan seperti diatas, ternyata masih ditemukan estimasi gap
(sekitar 38%) dari total perencanaan yang masih berpeluang didanai oleh sumber pendanaan lainnya
yang akan ditemukan dikemudian hari.
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